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PEMERINTAH I(ABT]PATEhI LIMA PI]LTIH KOTA
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAA}[

Jl. Raya TanjungPati KM 7 KeoamatanHarau E (0752) T7l}Sl}Payalcumbuh 2627lEax. 5A291':,

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KABT]PATEN LIMA PULT,II KOTA
Nomor : 42A/ 009/1 / DPK-LK/ A 201.9

Menimbang

TENTANG
PEIYETAPAN NOMENKLATUR SEKOLAH

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAA}{
KABUPATEN LIMA PULUH KOTA,

a. bahwa dengan ditetapkarurya Perafiran Bupati Lima Puluh Kota Nomor

76 Tahun 2017 Tentang Pembenhrkan organisasi dan Tata Kerja unit
Pelaksanan Teknis Daeratr Pada Dinas di Lingkungan pemerinhtr

Kabupaten Lima Puluh Kota menyebabkan perubahan Nomenklatur

sekolah;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a di atas

dipandaag perlu menata kembali dan membuat suatu keputusan untuk

menetapkan Nomenklatur sekolah di Kabupaten Lima Fuluh Kota

dengan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan.

1. undang-Undang Ngmor 12 Tahun 1956 Tentang pembentukan

Daerah otonom Kabupaten dalam Lingkungan propinsi

SumateraTengah ( LembaranNegara Tahun 1956 Nomor25);

2. undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang sistem pendidikan

Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor
" TS, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembuatan Peraturan

dan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

2011 Nomor 82, Tanrbahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Ngmor 5243); .
4. undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang pemerintahan Daerah

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 55sz)

sebagairnana telah dua kali diubah, terakhir dengan undang-undang

Nomor 9 tahun 2015 Tentang Perubatran Kedua Atas undang-undang

Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran

Negara Republik hrdsnesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan

Lembaran Negara Republik IndonesiaNomor 5629) ;

Mengingat



Menetapkan

KESATU

KEDUA

KETIGA

5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi

Pemerintahan ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014

Nomor 292, Tarnbahan Lembaran Negara Republik Indonesia Ngmor

s601);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 Tentang standax Nasional

P,endidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor

41 Tarrbahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496)

sebagaimana telah beberapa kali dirubah terakhir dengan Peraturan

Pernerintah Nomor 13 Tatrun 2015 Tentang Perubahan kedua atas

peraturan pemerintatr Nomor 19 tatrun 2005 tentang Standar Nasional

Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor

45, Tambahan Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor 5670);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan dan

Penyelenggaxaan Pendidikan (Lembaran negaxa Republik Indonesia

Tahun 2010 Nomor 23 Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 5105) sebagai nrana telah dirubah dengan Peraturan

Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 ( Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2010 Nomor ll2, Tambahan Lembaran negara

Republik Indonesia Nomor 5157);

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2017 Tentang

Pedoman Pembentukan dan Klasifikasi Cabang Dinas dan Unit

Pelaksana Teknis Daerah;

9. Peraturan Bupati Lima Puluh Kota Nomor 49 Tahun 2016 tentang

Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta tata kerja

Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Berita Daerah Kabupaten Lina
PuluhKota Tahun 2016 Nomor 51);

10. Peraturan Bupati Lima Puluh Kota Nomor 76 Tahun 2017 Tentang

Pbmbentukan Organisasi dan Tata Ke{a Unit Peiaksana Teknis Daerah

Pada Dinas di Lingkungan Pemerintatr Kabupaten Lima puluh Kota

(Berita Daeratr Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 201T Nomor T?).

MEMUTUSKAN:

Nama dan Nomor, NSS, NIS, dan NPSN Taman

terdapat dalam lalnpiran I Keputusan ini.

Nama dan Nomor, NSS, NIS, dan NPSN Sekolah

terdapat dalam lampiran 2 Keputusan ini.

Kanak-Kanak Negeri

Dasar Negeri seporti

Nama dan Nomor, NSS, NIS, dan NPSN Sekolah Menengah pertama

Negeri Seperti terdapat pada dalam Lampiran 3 Keputusan ini.



KEEMPAT

KELIMA

KEENAM

Dengan ditetapkannya Keputusan ini maka nama dan nomor sekblah

sertaNSS dan NIs yang dipakai sebelumnya dinyatakan tidak berlaku lagi.

Menugaskan kepada Kepala Taman Kanak-Kanak Negeri Kepala sekolah

Dasar Negeri dan Kepala Sekolah Menengah Pertama Negeri rmtuk

melaldmn perubatran narna dan nomor sekolah, Nomor Statistik Sekolatr

(NSS) dan Nomor Identitas Sekolah ( NIS ) seperti dalam Lampiran 1,

Lampiran 2, dan Lampiran 3 Surat Keputusan ini, dan papan nama

sekolah, kop surat serta caplstempel seperti dalam lampiran 4, lampiran 5

dan lampiran 6 Surat Keputusan ini.

Keputusan ini mulai berlaku palmg lambat 6 (enam) bulan sejak tanggal di

tetapkan- Apabila dikemudian hari terdapat kekeliryan dalam penetapan ini
maka diadakan perbaikan"menurut semestinya.

";; i,i ,

DITETAPKAN DI TANJI.ING PATI
PADA TANGGAL 2 JANUART}OI9

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
LIMAPULUH KOTA

Pd.
98207 2002
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